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ABSTRAK 

      Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pencemaran nama 

baik yang sering penulis temukan di media sosial, bukan hanya pencemaran nama 

baik terhadap orang yang masih hidup tetapi pencemaran nama baik terhadap 

orang yang sudah meninggal. Namun dalam pengaturannya belum ada aturan 

yang jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang sudah 

meninggal, oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai bagaiamana 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik orang yang 

sudah meninggal melalui media sosial.  

      Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang 

digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode 

pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisi bahan hukum 

yang dipakai penulis adalah metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang 

bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

pencemaran nama baik terhadap orang sudah meninggal melalui media sosial, 

penulis menelaah aturan tindak pidana pencemaran nama baik yang di Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Meskipun 

tidak diatur secara khusus didalam UU ITE, sebenarnya tindak pidana ini dapat 

dipidana dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena di dalam 

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik. sudah di jelaskan 

bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik 

dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP)”. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Transaksi 

Informasi dan Elektronik secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. 

Penulis menyimpulkan bahwa jika terjadi tindak pidana pncemaran nama 

baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial maka sanksi yang 

dapat diberikan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini 

sesuai dengan bunyi pasal 45 ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi 

Informasi dan Elektronik. Penulis menyarankan untuk melakukan amandemen 

terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran 

nama baik. 

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Perkara Pidana 
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